BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dispensasi nikah
oleh hakim Pengadilan Agama Blitar meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap
konstatir, kualifisir dan konstitutir. Tahap konstatir yaitu hakim berusaha mencari
kebenaran ada tidaknya suatu peristiwa konkrit, yang didapat secara langsung dari
para pihak berperkara, yaitu pemohon sendiri, anak pemohon, calon suami dan
diperkuat dengan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa
pemohon benar-benar ingin menikahkan anak perempuannya akan tetapi masih

terhambat usia perkawinan yang belum mencapai batas umur perkawinan dalam
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undang-undang. Kualifisir yaitu hakim PA Blitar dadam memutus perkara
dispensasi nikah memilah dan memilih pasal untuk diterapkan dalam pengajuan
dispensasi nikah. Memilah dan memilih di sini dalam arti bahwa hakim
menetapkan hukumnya dari fakta konkrit yang sudah terbukti dan benar-benar
terjadi di atas (konstatir) yaitu tentang dispensasi nikah. Sedangkan konstitutir
yaitu hakim PA Blitar memutus perkara tersebut dengan mengabulkan atau
menyetujui dispensasi nikah.

Adapun landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan
Agama Blitar adalah dengan menggunakan tiga metode penemuan hukum, yaitu
meliputi interpretasi, konstruksi hukum dan Istishlah (Maslahah al-Mursalah).
Interpretasi yang dipakai adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi

sistematis, sedangkan konstruksi hukum yang dipakai adalah fiksi hukum.

Adapun faktor yang menjadi landasan hakim PA Blitar dalam melakukan
upaya penemuan hukum (rechtsvinding) adalah dengan berlandaskan kepada dua
faktor, yaitu melihat “tujuan hukum” (keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum) dan “pertanggungjawaban” secara vertikal bahwa hakim diibaratkan

sebagai wakil Tuhan di Dunia dalam penegakan hukum.

B. Saran
1. Kepada para hakim, penulis memberikan saran bahwa hakim mempunyai
kewenangan dan independensi yang tinggi yang diberikan oleh negara
dalam melaksanakan tugasnya, terutama indepedensi dalam penemuan
hukum, sehingga hakim sebagai "corong undang-undang” tentunya sudah

tidak relevan lagi diterapkan sebagai hakim yang professional.
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2. Kepada Fakultas Syariah supaya memberikan mata kuliah Penemuan
Hukum secara lebih inten, karena melihat pentingnya pengetahuan tentang
hal ini sebagai bekal bagi para kader-kader penegak hukum.

3. Kepada para justitiabellen supaya lebih memberikan kepercayaan kepada
ingtitusi peradilan khususnya kepada para hakim, bahwa dalam pembuatan
putusan tidak asal-asalan, melainkan melalui tahapan atau prosedur
penemuan hukum serta menerapkan metode-metode penemuan hukum

yang hal itu tidak mudah dan penuh pertimbangan yang matang.
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